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ABSTRAK

Pemerintah Indonesia mengundangkan UU Cipta Kerja sebagai upaya untuk
memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Salah satu perubahan kebijakan dalam UU
Cipta Kerja yakni dikecualikannya dividen menjadi objek pajak. Perubahan kebijakan
pajak dividen ini juga mengubah sistem pemotongan pajak dividen di Indonesia.
Indonesia sebelumnya menerapkan classical system yang menyebabkan pemajakan
ganda sehingga, diubah menjadi one tier system modified yang mengenakan pajak
dividen hanya di tingkat perusahaan saja namun, jika pendapatan dividen yang diterima
diinvestasikan kembali di Indonesia maka pendapatan dividen tersebut merupakan
objek pajak yang dikecualikan. Penelitian ini ditujukan guna mengetahui peningkatan
investasi dan penerimaan pajak setelah penerapan kebijakan pajak dividen pada UU
Cipta Kerja di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan data sekunder
yang diperoleh melalui metode telaah literatur (literature review). Pencarian literatur
pada penelitian ini dilakukan dengan literasi pada buku-buku yang terkait dengan
penelitian, bahan-bahan berupa peraturan perundang-undangan, website terkait, berita,
laporan hasil konferensi, jurnal ilmiah, tulisan-tulisan ilmiah, serta sumber data yang
berhubungan dengan penelitian. Data yang telah terkumpul, selanjutnya direduksi dan
ditransformasikan menjadi narasi-narasi tertulis. Data yang telah direduksi dalam
bentuk narasi, selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif komparatif
(comparative descriptive). Metode ini dilakukan dengan cara membandingkan sebelum
dan sesudah diterapkannya kebijakan pajak dividen pada UU Cipta Kerja. Perbandingan
ini dilakukan untuk mengetahui dampak dari diterapkannya kebijakan pajak dividen
terhadap peningkatan investasi dan penerimaan pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah perubahan kebijakan pajak dividen
pada UU Cipta Kerja, terjadi penurunan penerimaan pajak dividen yang signifikan
namun, terjadi peningkatan penerimaan PPh secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan
bahwa perubahan kebijakan pajak dividen mendorong reinvestasi dividen dan
mendorong timbulnya aktivitas ekonomi melalui penyetoran pajak yang lebih tinggi
dari sumber-sumber lain. Selain itu, setelah perubahan kebijakan pajak dividen pada
UU Cipta Kerja terjadi peningkatan investasi di Indonesia. Namun, perubahan
kebijakan pajak dividen pada UU Cipta Kerja ini tidak bisa menjadi faktor tunggal.
Faktor-faktor lain seperti kebijakan dari pemerintah yang jelas, kemudahan untuk
melakukan bisnis, kemudahan untuk pemberian izin, dan iklim investasi yang kondusif
harus saling melengkapi.

Kata kunci: Pajak Dividen, Investasi, UU Cipta Kerja, Classical System, One Tier
System Modified.
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ABSTRACT

The Indonesian government enacted the UU Cipta Kerja as an effort to improve the
investment climate in Indonesia. One of the policy changes in the UU Cipta Kerja is the
exclusion of dividends as tax objects. This change in dividend tax policy also changes
the dividend tax withholding system in Indonesia. Indonesia previously applied a
classical system that caused double taxation so, it was changed to a one tier system
modified that imposed dividend tax only at the company level, however, if the dividend
income received is reinvested in Indonesia, the dividend income is an exempt tax object.
This study aims to determine the increase in investment and tax revenue after the
implementation of dividend tax policy in the UU Cipta Kerja in Indonesia.

This research is a qualitative research using secondary data obtained through the
literature review method. The literature search in this study was carried out by literacy
in books related to research, materials in the form of laws and regulations, related
websites, news, conference reports, scientific journals, scientific writings, and data
sources related to research. The data that has been collected is then reduced and
transformed into written narratives. The data that has been reduced in the form of
narratives is then analyzed using the comparative descriptive method. This method is
done by comparing before and after the implementation of the dividend tax policy in the
UU Cipta Kerja. This comparison is done to determine the impact of the implementation
of dividend tax policy on increasing investment and tax revenue.

The results of this study show that after the change in dividend tax policy in the UU
Cipta Kerja, there was a significant decrease in dividend tax revenue, however, there
was an overall increase in income tax revenue. This shows that the change in dividend
tax policy encourages dividend reinvestment and promotes economic activity through
higher tax deposits from other sources. In addition, after the change in dividend tax
policy in the UU Cipta Kerja, there was an increase in investment in Indonesia.
However, the change in dividend tax policy in the UU Cipta Kerja cannot be the sole
factor. Other factors such as clear government policies, ease of doing business, ease of
granting licenses, and a conducive investment climate must complement each other.

Keywords: Dividend Tax, Investment, UU Cipta Kerja, Classical System, One Tier
System Modified.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia
yang bersumber pada tingginya konsumsi rumah tangga, namun masih minim
jumlah investor yang menanamkan modalnya dalam bentuk investasi padat karya
di Indonesia (Suriadinata, 2019). Hal itu terjadi salah satunya dikarenakan
kebijakan dari pemerintah yang kurang mendukung investor untuk berinvestasi di
Indonesia, kebijakan yang kurang mendukung tersebut seperti izin yang berbelit
dan juga peraturan yang kadang berubah-ubah sesuai dengan pergantian pimpinan
(Santoso, 2021). Indonesia memerlukan investor untuk berinvestasi di Indonesia.
Salah satu upaya untuk menarik investasi dari investor yaitu pemerintah harus
mampu menyederhanakan peraturan yang ada sebelumnya (Taufig, 2022).
Sederhananya peraturan, berdampak pada meningkatnya iklim investasi di
Indonesia. Kebijakan tersebut telah dibuat oleh pemerintah Indonesia melalui
kebijakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja
(berikutnya disebut UU Cipta Kerja).

UU Cipta Kerja resmi diundangkan dan ditetapkan melalui Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia tepatnya pada tanggal 2 November 2020. UU Cipta
Kerja merupakan peraturan yang menggunakan konsep Omnibus Law (Matompo
& lzziyana, 2020). Konsep Omnibus Law ini memiliki substansi, substansi tersebut
yaitu menyederhanakan peraturan yang ada dengan cara mencabut dan merevisi

undang-undang yang ada sebelumnya secara bersamaan (Putra, 2020). Sejalan



dengan konsep Omnibus Law, UU Cipta Kerja merupakan undang-undang yang
dirancang untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia dengan mengeliminasi
beberapa regulasi yang dianggap menghambat investasi dan mengubah beberapa
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya menjadi
satu. UU Cipta Kerja terdiri dari 11 klaster, dengan bidang perpajakan diatur lebih
lanjut dalam Klaster Kemudahan Berusaha. Klaster Kemudahan Berusaha ini
diatur pada bagian ketujuh yaitu, Pasal 111 yang mengatur Pajak Penghasilan,
Pasal 112 yang mengatur Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, dan Pasal 113 yang mengatur Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan. Ketentuan perpajakan yang diubah dalam Klaster
Kemudahan Berusaha ini, kemudian diharmonisasikan pada Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya
disebut UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan). Pada UU Harmonisasi Peraturan
Perpajakan mengatur beberapa peraturan. Peraturan yang diatur pada UU
Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu UU Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai
(PPN), UU Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), UU Cukai, UU
Pengampunan Pajak, UU Pemulihan Covid-19 dan UU Cipta Kerja (Republik
Indonesia, 2021).

Terdapat beberapa perubahan pasal khususnya di bidang perpajakan pada UU
Cipta Kerja yang termuat juga pada UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, salah
satunya yakni pasal dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 mengenai Pajak

Penghasilan terkait dividen yang dikecualikan sebagai objek pajak (Republik



Indonesia, 2020). Dividen merupakan salah satu keuntungan yang diberikan
kepada para pemegang saham, yang didasarkan pada proporsi saham yang dimiliki
oleh setiap pemegang saham. Persentase dividen yang diperoleh investor dapat
berubah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tergantung pada
profitabilitas tahun berikutnya. Sebelum UU Cipta Kerja dan juga UU Harmonisasi
Peraturan Perpajakan diundangkan, UU Pajak Penghasilan yang mengatur bahwa
orang pribadi yang memperoleh pendapatan dividen di dalam negeri akan
dikenakan tarif sebesar 10% yang sifatnya final. Pendapatan dividen yang
diperoleh badan di dalam negeri yang memenuhi ketentuan pada Pasal 4 Ayat (3)
UU Pajak Penghasilan tersebut dikecualikan dari objek pajak penghasilan, tetapi
jika pendapatan dividen tersebut tidak memenuhi ketentuan akan dikenakan PPh
Pasal 23 dengan tarif sebesar 15%. Pendapatan dividen yang diperoleh dari luar
negeri dan juga penghasilan setelah pajak dari bentuk usaha tetap (BUT) yang
diperoleh dari luar negeri akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20% atau diatur
lebih lanjut berdasarkan Tax Treaty (Republik Indonesia, 2008).

Melalui UU Cipta Kerja dan juga UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang
telah diundangkan, pendapatan dividen yang diperoleh merupakan objek pajak
yang dikecualikan dengan beberapa ketentuan yang telah termuat. Hal ini juga
termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2021 pada Pasal 2a
bahwa dibagikannya dividen pada rapat umum para pemegang saham atau dividen
interim merupakan dividen dari objek pajak penghasilan yang dikecualikan
(Republik Indonesia, 2021). Selanjutnya dipertegas dalam Peraturan Menteri

Keuangan (PMK) No. 18/PMK.03/2021 bahwa objek pajak atas pendapatan



dividen yang dikecualikan berlaku jika dividen wajib pajak diinvestasikan di
Indonesia selama 3 tahun dan memenuhi batasan yang akan diinvestasikan
(Kementerian Keuangan RI, 2021). Perubahan ketentuan mengenai pengecualian
pajak dividen ini ditujukan kepada para pemegang saham guna dapat memberikan
insentif sehingga insentif tersebut dapat digunakan untuk menginisiasi dan
memperkuat perekonomian Indonesia melalui investasi para investor (Romali &
Utomo, 2022).

Perubahan ketentuan mengenai pajak atas pendapatan dividen selain
mengecualikan pajak atas pendapatan dividen, perubahan ini juga merubah sistem
pemotongan pajak dividen di Indonesia. Sistem pemotongan pajak dividen suatu
negara berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintahnya, misalnya saja sistem
pemotongan pajak dividen imputation system, exemption system, dan one tier
system yang dianut oleh suatu negara. Diubahnya sistem pemotongan pajak
dividen di Indonesia yang pada awalnya menggunakan classical system menjadi
one tier system modified disebabkan oleh pengecualian pajak atas pendapatan
dividen (DDTCNews, 2021). One tier system modified ini merupakan
pengkombinasian antara one tier system dan exemption system. Dalam one tier
system modified ini, pemotongan pajak dividen antara perusahaan dan pemegang
saham hanya membebankan pajak kepada perusahaan saja. Namun, jika
pendapatan dividen yang diterima diinvestasikan kembali maka pendapatan
dividen tersebut dikecualikan dari objek pajak. Sedangkan dalam classical system
(two tier system), pemotongan pajak dividen dikenakan baik kepada perusahaan

dan juga kepada para pemegang saham. Sistem ini tentu saja dipandang tidak adil



oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan karena menimbulkan biaya ekonomi
yang relatif tinggi. Classical system ini dapat mendorong terjadinya kecurangan
pajak dengan melakukan penghindaran beban pajak berganda, kecurangan pajak
ini dipicu oleh ketidakadilan pada sistem perpajakan (Darmayasa, 2019). Oleh
karena itu, sistem pemotongan pajak dividen dengan one tier system modified ini
dimaksudkan untuk mencegah adanya pemotongan pajak dividen secara ganda
(Prayogo & Muhasan, 2022).

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja dan
juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 mengenai Harmonisasi Peraturan
Perpajakan mengubah beberapa peraturan yang ada pada Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan. Salah satu peraturan yang diubah
adalah peraturan mengenai pengecualian pajak atas pendapatan dividen. Oleh
karena itu, topik mengenai peningkatan investasi dan penerimaan pajak setelah
penerapan kebijakan pajak dividen pada UU Cipta Kerja sangat relevan untuk

diteliti pada penelitian ini.

. Rumusan Masalah

Terdapat beberapa perubahan peraturan di UU Cipta Kerja khususnya pada
Klaster Kemudahan Berusaha yang mengatur tentang perpajakan yang selanjutnya
peraturan mengenai perpajakan tersebut diatur lebih lanjut pada UU Harmonisasi
Peraturan Perpajakan. Perubahan tersebut yakni pengecualian pajak atas
pendapatan dividen. Dampak dari peningkatan investasi dan penerimaan pajak
setelah dikecualikannya pajak atas pendapatan dividen pada UU Cipta Kerja

sangat relevan pada tema penelitian ini. Sehingga, rumusan masalah pada



penelitian ini mengenai peningkatan investasi dan penerimaan pajak setelah

penerapan kebijakan pajak dividen pada UU Cipta Kerja.

. Batasan Masalah

Klaster Kemudahan Berusaha pada UU Cipta Kerja terdiri dari UU Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh), UU Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dan UU Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
dan juga pada UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang terdiri dari UU
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh),
UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN), UU Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPnBM), UU Cukai, UU Pengampunan Pajak, UU Pemulihan Covid-19 dan UU
Cipta Kerja. Mengingat hal tersebut, penelitian ini hanya dibatasi pada UU Pajak
Penghasilan (PPh), UU Cipta Kerja dan juga UU Harmonisasi Peraturan
Perpajakan yang difokuskan pada pendapatan dividen dalam negeri saja agar
pembahasan dari penelitian ini tidak terlalu luas. Selain itu, pada penelitian ini juga
masalah difokuskan pada dampak yang ditimbulkan setelah penerapan kebijakan
pajak dividen pada UU Cipta Kerja terhadap penerimaan pajak dan peningkatan

investasi di Indonesia.

. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini ditujukan guna mengetahui peningkatan investasi dan
penerimaan pajak setelah penerapan kebijakan pajak dividen pada UU Cipta Kerja
di Indonesia. Selain itu, Pada penelitian ini besar harapannya dapat memberikan

manfaat kepada semua kalangan, manfaat tersebut yaitu:



1. Manfaat Teoritis
Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis.
Manfaat teoritis tersebut yaitu diharapkan penelitian ini dapat mengidentifikasi
titik optimal pada Kurva Laffer Theory antara tarif pajak dan penerimaan
pajak. Sehingga, melalui penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan
acuan untuk mengetahui penerapan Kurva Laffer Theory dalam peningkatan
investasi dan penerimaan pajak setelah penerapan kebijakan pajak dividen
pada UU Cipta Kerja di Indonesia.
a. Bagi Wajib Pajak
Melalui hasil penelitian terapan ini, diharapkan dapat memberikan
manfaat praktis bagi wajib pajak. Melalui penelitian ini bagi wajib pajak
yang akan berinvestasi atau yang sudah berinvestasi di Indonesia, agar
mengetahui perlakuan pajak atas pendapatan dividen di Indonesia setelah
diundangkan UU Cipta Kerja. Selain itu, agar wajib pajak mengetahui
perubahan sistem pemotongan pajak dividen di Indonesia yang mengalami
perubahan dari classical system menjadi one tier system modified.
b. Bagi Otoritas Pajak
Hasil penelitian terapan ini besar harapannya memberikan manfaat
praktis kepada otoritas pajak. Manfaat praktis tersebut yaitu memberikan
gambaran dari peningkatan investasi dan penerimaan pajak setelah
penerapan kebijakan pajak pada UU Cipta Kerja. Selain itu, melalui

penelitian ini bisa menjadi pertimbangan bagi otoritas pajak untuk



mengkaji peraturan-peraturan yang akan diterbitkan yang berhubungan
dengan pajak atas pendapatan dividen.
Bagi Politeknik Negeri Bali

Politeknik Negeri Bali merupakan pendidikan vokasi yang memiliki 7
jurusan. Indikator Kinerja Utama (IKU) daripada Politeknik Negeri bali
diantaranya menghasilkan lulusan yang terserap di dunia kerja, mampu
berdaya saing internasional dan hasil penelitiannya bermanfaat bagi
masyarakat. Sehingga, besar harapannya penelitian ini mampu bermanfaat
bagi wajib pajak dan juga mampu berkontribusi bagi otoritas pajak terkait

penerapan kebijakan pajak dividen pada UU Cipta Kerja.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan
Berdasarkan uraian pada latar belakang, hasil dan pembahasan dapat
disimpulkan sebagai berikut:

1. Perubahan kebijakan pajak dividen pada UU Cipta Kerja yang mengecualikan
objek pajak atas pendapatan dividen dan perubahan sistem pemotongan pajak
dividen menjadi one tier system modified berdampak pada penurunan
penerimaan PPh Pasal 23 atas dividen dan PPh Final atas dividen yang
signifikan. Namun, penurunan ini diimbangi dengan peningkatan penerimaan
PPh secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan
pajak dividen mendorong reinvestasi dividen dan mendorong timbulnya
aktivitas ekonomi melalui penyetoran pajak yang lebih tinggi dari sumber-
sumber lain. Hal ini sejalan dengan Kurva laffer Theory pada normal range,
yang menyatakan bahwa penurunan tarif pajak dapat meningkatkan
penerimaan pajak. Dengan kata lain, meskipun otoritas pajak mengalami
penurunan penerimaan dari pajak dividen namun, peningkatan aktivitas
ekonomi dari dividen yang diinvestasikan kembali telah menghasilkan lebih
banyak penerimaan PPh secara berkelanjutan kedepannya.

2. Terjadi peningkatan investasi yang signifikan di tahun 2020 bertepatan dengan
diundangkannya UU Cipta Kerja yang mengecualikan objek pajak dividen dan
perubahan sistem pemotongan pajak dividen menjadi one tier system modified.

Peningkatan investasi ini menunjukkan bahwa investor merespon perubahan
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kebijakan ini secara positif. Namun, pengecualian pajak dividen dan perubahan
sistem pemotongan pajak ini hanyalah salah satu faktor di antara banyak faktor
yang memengaruhi keputusan investor untuk berinvestasi. Meskipun
perubahan kebijakan pajak dapat memiliki dampak terhadap peningkatan
investasi namun, perubahan kebijakan ini tidak bisa menjadi faktor tunggal.
Faktor-faktor lain seperti seperti kebijakan dari pemerintah yang jelas,
kemudahan untuk melakukan bisnis, kemudahan untuk pemberian izin dan
iklim investasi yang kondusif harus saling melengkapi. Pada akhirnya, investor
akan berinvestasi pada negara yang tarif pajaknya lebih rendah tetapi juga

membutuhkan iklim investasi yang mendukung untuk jangka panjang.

Implikasi

Perubahan ketentuan terkait pengecualian objek pajak dividen dan perubahan
sistem pemotongan pajak dividen menjadi one tier system modified dalam UU
Cipta Kerja memberikan implikasi teoritis. Implikasi teoritis tersebut yakni
diubahnya kebijakan pajak dividen pada UU Cipta Kerja berperan dalam
penerapan Kurva Laffer Theory dan Tax Differential Theory. Penelitian ini juga
memberikan implikasi praktis, yakni setelah perubahan kebijakan pajak dividen
dalam UU Cipta Kerja terjadi peningkatan investasi secara signifikan. Peningkatan
ini tidak serta merta dikarenakan oleh perubahan kebijakan pajak dividen namun,
ada faktor-faktor lain seperti kebijakan dari pemerintah untuk memudahkan
investor untuk berinvestasi. Oleh karena itu, pemerintah wajib memenuhi faktor-

faktor pendukung agar investasi di Indonesia bisa bertumbuh dengan pesat.
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C. Saran
1. Otoritas Pajak

Otoritas pajak hendaknya melakukan penelusuran terkait efektivitas
kebijakan saat ini dalam hal pertumbuhan investasi dan penerimaan pajak dan
juga melakukan kajian lebih mendalam mengenai apakah dividen yang
diinvestasikan kembali benar-benar berkontribusi pada kegiatan ekonomi.
Selain itu, otoritas pajak perlu mengkaji mengenai kemungkinan mewajibkan
sebagian dividen yang diinvestasikan kembali untuk diarahkan ke sektor atau
kegiatan tertentu yang dianggap penting bagi pembangunan ekonomi. Hal ini
dapat memberikan insentif bagi pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan seraya
tetap mendorong reinvestasi. Diharapkan dengan menerapkan saran-saran ini,
otoritas pajak dapat meningkatkan manfaat dari perubahan kebijakan pajak
dividen ini.

2. Penelitian Berikutnya

Penelitian ini memiliki keterbatasan waktu penelitian oleh karena itu,
penelitian berikutnya disarankan untuk menganalisis dampak jangka panjang
dari kebijakan pengecualian pajak dividen pada UU Cipta Kerja. Dalam
analisis tersebut disarankan untuk menggali teori-teori yang relevan seperti
Long Run Effect Theory agar mengetahui dampak perubahan kebijakan pajak
dividen dalam jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan
lapangan kerja, dan juga penerimaan pajak secara keseluruhan. Jelajahi apakah
dividen yang diinvestasikan kembali dapat menghasilkan produktivitas yang

lebih tinggi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Serta, melakukan
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studi perbandingan dengan pendekatan kuantitatif dengan membandingkan
PPh Pasal 23 dengan PPh Badan suatu entitas. Tujuan dari studi perbandingan
ini yaitu untuk membandingkan pembayaran PPh Pasal 23 atas dividen dengan
PPh Badan guna memahami dan menganalisis bagaimana perbedaan perlakuan
pajak terhadap dividen dapat memengaruhi beban pajak secara keseluruhan
dan pengalokasian investasi terhadap pendapatan dividen yang dikecualikan
dari objek pajak pada suatu entitas usaha.
Wajib Pajak

Pengecualian objek pajak atas pendapatan dividen dapat memberikan
manfaat positif bagi wajib pajak. Hal ini dapat memberikan petunjuk bagi
wajib pajak untuk menginvestasikan kembali pendapatan dividen yang
diterima. Dengan catatan, investasi yang dilakukan wajib pajak wajib
dilaporkan secara berkala pada e-reporting. Selain itu, wajib pajak disarankan
untuk selalu memperbaharui informasi tentang detail dari kebijakan mengenai
pajak dividen, termasuk perubahan apapun yang terkait dengan pajak dividen,
persyaratan pelaporan, dan tanggung jawab pemotongan pajak. Pembaharuan
informasi ini akan membantu wajib pajak dalam mengelola kewajiban

perpajakan secara efektif.
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